BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 9 /406.001.3/2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

Mengingat

PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2026 pada Dinas Peternakan dan Perikanan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);




-

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor I Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2025 Nomor 5);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025
Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
pada Dinas Peternakan dan Perikanan dengan daftar nama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi:

Pengguna Anggaran (PA);
Bendahara Pengeluaran (BP);

Bendahara Penerimaan; dan

SR SIS

Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP).

Pejabat Pengelola Keuangan sebagaiman dimaksud dalam

DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas:

1. Pengguna Anggaran (PA):

a. menyusun RKA-SKPD;
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. menyusun DPA-SKPD;

. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

- menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

. Bendahara Pengeluaran (BP):

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP), Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP GU),
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Pembayaran
Langsung (SPP LS);

menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari

uang persediaan yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

meneliti  kelengkapan  dokumen pendukung  Surat

Permintaan Pembayaran Pembayaran Langsung (Spp LS)

yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK);
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e. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara
periodik; dan

f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Bendahara

Pengeluaran (BP) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya
meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian  belanja  akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD);

g. membuat Register Penerbitan SPP; dan

h. melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bendahara Penerimaan:

a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;
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_meminta bukti transaksi atas pendapatan yang
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. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

. Bendahara Penerimaan Pembantu :

menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah

pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
diterima

langsung melalui RKUD;

_melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang

ditetapkan oleh Bupati;

_meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dijfTrenggalek
pada tanggal| |1 Jamuari 2626




